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Meni nbang :

a.

bahwa pel aksanaan program penberian subsidi |angsung tunai kepada
runah tangga mski n dal amrangka konpensasi pengurangan subsi di Bahan
Bakar Mnyak (BBV perlu dilaksanakan secara cepat, terintegrasi dan
terkoordi nasi, agar tepat sasaran dan dapat segera di nanfaatkan ol eh
rumah tangga mskin untuk nmengurangi beban kehi dupannya;

b. bahwa untuk nenunjang pel aksanaan program tersebut agar dapat
di | aksanakan secara cepat, tepat, terintegrasi dan terkoordi nasi
serta transparan dan akuntabel, dipandang perlu nmenbentuk Tim
Monitoring dan Eval uasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah
Tangga M ski n;

C. bahwa ber dasar kan pertinbangan sebagai mana di naksud pada huruf a dan
huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Mnitoring
dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Runah Tangga
M ski n;

Mengi ngat

Pasal 4 ayat (1) Whdang- Uhdang Dasar Negara Republi k | ndonesi a Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATLRAN PRESIDEN TENTANG TITM MIN TCR NG DAN EVALUAST PROZRAM SUBS D
LANGSUNG TUNAI - KEPADA RUVAH TANGGA M SKIN

(1)

(2)

Pasal 1

Menbent uk Ti m Monitoring dan Eval uasi Program Subsi di Langsung Tunai
Kepada Rumah Tangga Mskin, yang untuk sel anjutnya dal am Perat uran
Presiden ini disebut TimNMnitoring dan Eval uasi .

Susunan keanggotaan Tim Monitoring dan Eval uasi sebagai nana di maksud
pada ayat (1), adal ah sebagai berikut:

a.

Ket ua : Ment eri Koordi nator B dang
ner angkap Anggot aKesej aht er aan Rakyat ;
b. Sekretaris : Menteri Negara Perencanaan

ner angkap Anggot a
Penbangunan/ Kepal a
Badan Per encanaan
Penbangunan Nasi onal ;

C. Anggot a : 1. Ment eri Koor di nat or dang
Per ekonom an;
2. Menteri Koor di nat or dang

Politik, Hukum dan Keananan;
3. Ment eri Keuangan;



4, Menteri Dal am Negeri ;

5. Menteri Sosial ;

6. Ment eri Konmuni kasi dan
| nf or nat i ka;

7. Ment eri Tenaga Kerja dan
Transmgrasi ;

8. Menteri Negara Badan Wsaha Mlik
Negar a;

9. Menteri Negara Penbangunan Daerah
Terti nggal ;

10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Keci| dan Menengah;

11. Ment eri Negar a Penber dayaan
Per enpuan;

12. Sekretaris Kabinet;

13.  Panglinma Tentara Nasi onal
| ndonesi a;

14. Kepal a Kepolisian Negara Republik
| ndonesi a.

Pasal 2

Tim Mnitoring dan Eval uasi berada di banah dan bertanggung jawab kepada
Presi den.

Pasal 3

Ti mMoni toring dan Eval uasi bertugas :

a.

nel akukan pengawasan, penilaian dan peneriksaan atas rencana,
pel aksanaan dan pengendal i an penyal uran subsidi |angsung tunai kepada
rumah tangga m skin;

nel akukan eval uasi desai n kebijakan, proses dan kualitas pendataan,
serta efektivitas pelaksanaan program dalam rangka perbai kan
kebi j akan program penberian subsidi |angsung tunai kepada runah
tangga m ski n;

nerunuskan strategi dan | angkah-1 angkah yang terkoordinasi, cepat dan
terintegrasi, untuk nengatasi hanbatan-hanbatan dal am pel aksanaan
pr ogr am penberi an subsi di | angsung tunai kepada runah tangga m ski n;
nenerina, nenelaah dan neni ndakl anjuti pengaduan yang di sanpai kan
ol en masyarakat sehubungan dengan pel aksanaan program penberian
subsi di | angsung tunai kepada runah tangga m ski n.

Pasal 4

Dal am nel aksanakan tugasnya, Ti mMnitoring dan Eval uasi dapat :

a.
b.

C.

d.

nenunj uk peneri ksa atau auditor i ndependen;

nemnta keikutsertaan |enbaga-lenbaga non Penerintah dal am
pel aksanaan noni tori ng program

nemnta penj el asan kepada senua pi hak yang terkait dengan pel aksanaan
penyal uran subsi di | angsung tunai kepada rumah tangga m skin;

nenberi kan rekonendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan dan
peneri ksaan terhadap pel aksanaan penyal uran subsidi | angsung tunai

kepada rumah tangga mski n, kepada Presiden.



Pasal 5
Unt uk kel ancaran pel aksanaan tugasnya, Tim Mnitoring dan Eval uasi di bantu
ol eh suatu Sekretariat yang susunan organi sasi dan tata kerjanya ditetapkan
ol eh Ketua TimMnitoring dan Eval uasi .

Pasal 6

Tim Mni toring dan Eval uasi nel apor kan pel aksanaan tugasnya secara berkal a
setiap 1 (satu) bul an atau sewakt u-wakt u kepada Presi den.

Pasal 7

Masa tugas Tim Mnitoring dan Eval uasi adal ah selama 1 (satu) tahun dan
dapat di per panj ang apabi | a di per| ukan.

Pasal 8

Segal a biaya yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Tim Mnitoring dan
Eval uasi di bebankan kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

Pasal 9
Ketentuan | ebi h |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Peraturan Presiden
ini, ditetapkan ol eh Menteri Koordinator B dang Kesej aht eraan Rakyat sel aku
Ketua TimMnitoring dan Eval uasi .

Pasal 10
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Ckt ober 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
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